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ABSTRAK
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)
Mirnayanti
Ratna Ayu Damayanti
Agus Bandang
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik faktor-faktor 
yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai 
informasi mengacu pada keandalan dan ketepatwaktuan, sedangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern.Pengumpulan data 
dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar, yang 
dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Metode statistik 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: pengendalian intern mempunyai 
pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
tidak berpengaruh. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 
ketepatwaktuan sedangkan baik kapasitas sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan daerah.
Kata Kunci: Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai Informasi, Kapasitas 
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,Dan 
Pengendalian Intern
vii
ABSTRACT
THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE CAPACITY, INFORMATION 
TECHNOLOGY UTILIZATION AND  INTERNAL CONTROL TO THE VALUE 
OF INFORMATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING
(Studies in Government Majene regency, West Sulawesi)
Mirnayanti
Ratna Ayu Damayanti
Agus Bandang
The purpose of this study is to empirically examine the factors that 
influence the value of information of local government financial reporting.
Information value refers to reliability and timeliness, whereas factors that 
influence are human resource capacity, information technology utilization, and 
internal control. Data collection is done by giving as many as 100 copies of the 
questionnaire, which was distributed to respondents who were heads and staff of 
the financial SKPD Majene district. The data collected were processed using 
SPSS version 17.0. The statistical method used to test the hypotheses is multiple 
linear regression. The test results indicate that hypothesis: internal control has a 
positive impact on the reliability of financial reporting of local government, while 
the human resource capacity and information technology utilization have no 
influence.  The internal control positive influence on timeliness of local 
government financial reporting, while human resource capacity and information 
technology utilization does not influence the timeliness of local government 
financial reporting.
Keywords: Local government financial reporting, Information value, Human 
resource capacity, Information technology utilization, and Accounting intern 
control.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1       Latar Belakang
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar 
terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, 
perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya 
dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih
besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:1).
Fenomena yang telah terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor 
publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan 
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah 
pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga 
negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan 
transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan 
hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:20). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 
bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).
Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan di 
pemerintahan karena adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima 
penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaporan 
1
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi 
tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur 
pembentuk laporan yang bernilai menurut Rerangka Konseptual Akuntansi 
Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) 
dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan 
kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan 
pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan 
keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun 
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan 
pemerintah disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) disertai dengan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK).
Teori yang dikemukakan oleh Wahyudi (2010) tentang kapasitas sumber 
daya manusia menyatakan bahwa: 
Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia 
untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya sumber daya 
manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, diharapkan 
laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap 
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya juga 
dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal itu disebabkan 
karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa 
yang akan dikerjakan dengan baik sehingga laporan keuangan bisa disajikan 
tepat waktu. 
Saat ini secara bertahap pemerintah akan berpindah dari sistem 
akuntansi  single entry ke double entry karena penggunaan single entry tidak 
dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang 
sesungguhnya. Selain sistem akuntansi, basis akuntansi yang diterapkan 
pemerintah pun kini mengalami perubahan dari berbasis kas (cash basis) 
menjadi berbasis akrual (acrual basis). Permasalahan penerapan basis akuntansi 
bukan hanya sekedar teknik akuntansi semata seperti mencatat transaksi 
maupun menyajikan laporan keuangan, akan tetapi yang lebih penting adalah  
bagaimana menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan, bagaimana 
perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi yang terjadi, dan bagaimana 
menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan-kebijakan ini tidak dapat 
dilakukan oleh pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan 
akuntansi, oleh karena itu penempatan pegawai sebagai sumber daya manusia 
harus sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai (Forum Dosen Akuntansi Sektor 
Publik, 2006 dalam Indriasari dan Ertambang, 2008).
Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi 
pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) dalam Indriasari dan 
Ertambang (2008) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber 
daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum 
sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya sistem akuntansi keuangan daerah 
yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002. 
Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) dalan Indriasari dan Ertambang (2008)
memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di 
sub bagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, job description-nya belum 
jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan 
baik belum dilaksanakan.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya 
manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Apabila 
sumber daya manusia yang ada di organisasi pemerintahan masih minim yang 
mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, maka ini akan berpengaruh 
terhadap laporan keuangan pemerintah yang akan dibuat. Dengan minimnya 
kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki akan memiliki pengaruh terhadap 
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari
dan Ertambang, 2008).
Selain kapasitas sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi 
keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah adalah 
pemanfaatan teknologi informasi (Andriani, 2010). Teknologi informasi kini 
berkembang dengan pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan 
pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaaan keuangan daerah 
serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kewajiban 
pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi 
keuangan daerah.
Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah 
kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat 
menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, 
dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak 
dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan 
menjadi mahal (Indriasari dan Ertambang, 2008). Hal ini terkait dengan 
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya 
manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan 
teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana 
untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Afrianti, 2011). Kendala-
kendala ini menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah 
belum optimal. Belum optimalnya pemanfataan teknologi informasi ini mungkin 
akan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008). 
Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa 
kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware
maupun software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih 
kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua 
urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara 
efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan 
keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi 
informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga 
hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan 
keuangan pemerintah daerah.
Selain kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi, hal lain yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi (Indriasari 
dan Ertambang, 2008). Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena 
sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya 
kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk 
menyakinkan para stakeholder maupun publik tentang keakuratan laporan 
keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern 
yang optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu,
sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi 
suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai 
efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi 
kepentingan masyarakat dan daerah (Afrianti, 2011).
Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menyatakan 
bahwa dari 516 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian hanya 
34 LKPD saja. Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan IHPS II tahun 2011 juga 
mengungkapkan kerugian negara pada tahun 2010 sebesar Rp 20,25 triliun 
akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam 
menjalankan peraturan perundang-undangan (BPK RI). Hasil evaluasi atas 516 
LKPD, terdapat 4.178 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang 
meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Ini 
menunjukkan bahwa, sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah 
belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal terseebut mungkin memiliki 
pengaruh terhadap nilai informasi pelapran keuangan pemerintah.
Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap 
nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan, 
diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. 
(2010), yang menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia 
tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 
akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. Kemudian teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) dan Mustafa dkk. (2010), 
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) yang 
meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Hasil penelitian Andriani (2010) adalah kapasitas sumber 
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian teknologi 
informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah, namun kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. 
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), juga menemukan hasil penelitian yang 
sama dengan yang dilakukan oleh Andriani (2010). Akan tetapi, dalam 
penelitiannya Winidyanigrum dan Rahmawati menambahkan pengendalian intern 
akuntansi sebagai variabel intervening. 
Afrianti (2011) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitiannya menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern akuntansi 
berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 
namun kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
tidak berpengaruh. Pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya 
manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan.
Perbedaan hasil beberapa penelitian yang disebutkan di atas membuat
peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kapasitas 
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan 
Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Daerah”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Masih banyaknya pegawai pada instansi pemerintah sebagai sumber daya   
manusia yang tidak di tempatkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, 
khususnya pada bagian pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
b. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa masih 
banyaknya SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua 
urusan. Padahal idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk 
penatausahaan keuangan khususnya dalam pembuatan laporan keuangan
pemerintah daerah.
c. Temuan pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menyatakan bahwa 
dari 516 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian hanya 34 
LKPD saja. Hasil evaluasi atas 516 LKPD, terdapat 4.178 kasus kelemahan 
sistem pengendalian intern (SPI). Hal ini menandakan bahwa masih  
kurangnya sistem pengendalian intern pada pelaporan keuangan pemerintah 
keuangan daerah.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 
pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah daerah?
b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah daerah?
c. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah daerah?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai seperti yang telah 
direncanakan, tanpa adanya tujuan yang jelas akan mengakibatkan suatu 
kegiatan kurang terarah. Sesuai dengan penjelasan di atas tujuan penelitian ini 
adalah:
a. untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
b. untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
c. untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
1.5 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yang dilakukan penulis adalah 
sebagai berikut:
1.5.1 Kegunaan teoritis
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengembangan keilmuwan di 
bidang akuntansi dapat terus meningkat, terutama dalam membuktikan teori-teori 
yang melandasi penelitian, yaitu teori agensi yang menjadi landasan penerapan 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan 
laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. 
1.5.2 Kegunaan praktis
a. Bagi pemerintah
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat menyajikan 
laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
tanpa mengurangi nilai informasi yang ada pada laporan keuangan yaitu 
keterandalan dan ketepatwaktuan demi tercapainya tata kelola yang baik (good 
governance). Selain itu, peneliti juga mengharapkan pemerintah juga bisa segera 
atau terus menerbitkan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.
b. Bagi peneliti
Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan 
dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan laporan keuangan sektor 
publik khususnya laporan keuangan pemerintah dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 
c. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu referensi yang 
berguna bagi lembaga pendidikan tempat penulis belajar yaitu Universitas 
Hasanuddin.
1.6. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka
Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil     
penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan 
hubungan antarvariabel penelitian, serta hipotesis penelitian.
BAB III Metode Penelitian
Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi  operasional,   
penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode 
pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian.
BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
pembahasannya.
BAB V Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran 
untuk penelitian selanjutnya.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfatan teknologi
informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Penelitian ini 
mereplikasi penelitian terdahulu dari Indriasari dan Ertambang (2008), tetapi 
dengan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengajukan enam 
hipotesis untuk dibuktikan. 
Hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel kapasitas sumber 
daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Hal ini sebabkan karena kapasitas sumber daya manusia di 
sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan belum memadai. Hal ini dapat dilihat 
pada latar belakang pendidikan responden atau pegawai, hanya ada 15 orang 
responden atau pegawai dari 100 responden yang berlatar belakang pendidikan 
akuntansi. Hal ini tentu akan berdampak pada keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Apabila kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah 
daerah tidak memadai akan berdampak pada kegagalan sumber daya manusia 
tersebut dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi, dan hal ini akan 
berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang akan dibuat dan 
ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah.
Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel kapasitas 
sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor yang menyebabkan kapasitas 
sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah adalah minimnya pegawai bagian keuangan yang berlatar 
belakang pendidikan akuntansi. Apabila pegawai keuangan tidak mempunyai 
pengetahuan yang memadai tentang pembuatan laporan keuangan, maka
proses pembuatan laporan keuangan pemerintah juga akan mengalami 
keterlambatan. Keterlambatan pembuatan laporan keuangan ini akan 
menyebabkan laporan keuangan pemerintah diserahkan tidak tepat waktu.
Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi 
informasi di sektor publik terutama pada Kabupaten Majene belum dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi 
ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang ada 
pada Pemerintah Kabupaten Majene untuk mengelola teknologi informasi dalam 
proses akuntansi khususnya dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah 
daerah.
Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan 
teknologi informasi yang ada di Kabupaten Majene. Hasil observasi pada saat 
pengambilan kuisioner diperoleh informasi bahwa fakta yang ada di lapangan 
masih ada pegawai yang mengolah data transaksi keuangan secara manual, 
sehingga  dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi yang ada tidak dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi ini 
juga berasal dari sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Majene. 
Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia juga salah satu faktor yang 
menentukan ketepatwaktuannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Majene. Teknologi yang canggih sekalipun tidak akan dapat menghasilkan 
laporan keuangan yang akurat, andal dan tepat waktu apabila sumber daya 
manusia yang mengelola teknologi informasi tersebut tidak dapat mengelola 
ataupun memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang ada. 
Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa pengendalian intern 
berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. Pengendalian intern yang baik akan mampu mencegah terjadinya 
kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi dalam proses penyusunan laporan 
keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat 
pengendalian intern suatu organisasi atau instansi maka laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh organisasi atau instansi tersebut semakin andal.
Hasil pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa pengendalian 
intern berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Koefisien regresi dari pengujian pengaruh sistem 
pengendalian intern terhadap ketepatwaktuan pelaporan dalam penelitian ini
menunjukan nilai positif. Hal tersebut menujukan bila sistem pengendalian intern 
akuntansi baik maka ketepatwaktuan pelaporan juga akan tinggi. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan sistem pengendalian intern 
maka laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang tepat 
waktu dalam penyajiannya.
5.2   Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diajukan adalah 
sebagai berikut :
a. Kapasitas SDM merupakan salah satu unsur yang lemah pada pengelola 
keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Majene, disarankan kepada 
pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 
keuangan dan akuntansi, kemudian yang berhubungan juga dengan teknologi 
informasi khususnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga kapasitas 
sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan. 
b. Lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi agar laporan
keuangan dapat disajikan secara andal dan tepat waktu agar hasil audit laporan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Majene di masa datang dapat memperoleh 
opini wajar tanpa pengecualian.
c. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk 
mengumpulkan data, dan proses penelitian diperpanjang agar peneliti memiliki 
waktu untuk uji coba dan mengumpulkan kuisioner.
d. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel lainnya seperti 
transparansi (keterbukaan) dan keakuratan.
e. Objek yang dipilih sebagai sampel diupayakan dan dikembangkan pada
responden yang memahami karakteristik operasional instansi.
5.3   Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 
baik, yaitu :
a. Peneliti tidak berhadapan langsung dengan responden, karena ada beberapa 
SKPD yang membatasi akses peneliti terhadap responden, sehingga apabila 
ada pernyataan yang kurang jelas, respoden tidak dapat mendapatkan 
keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti sulit untuk mendapat jaminan 
bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat terhadap pernyataan 
yang diajukan, apakah sesuai dengan realita yang ada atau tidak. 
b. Peneliti sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan 
mengembalikan kuisioner yang diberikan, karena kuisioner yang diberikan 
tidak dapat dikembalikan hari itu juga. Kuisioner yang diberikan kadang 
disimpan dua sampai tiga hari, sehingga ada beberapa SKPD yang tidak 
lengkap mengembalikan kuisioner yang diberikan dengan alasan kuisioner 
hilang.
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